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PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DAN PAJAK SARANG BURUNG WALLET

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (5) Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Sarang Burung Walet;



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6865); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157); Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024

Nomor 1).



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemungutan pajak barang dan

jasa tertentu dan pajak sarang burung walet, meliputi ruang lingkup, pendaftaran

dan pendataan, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran dan penyetoran,

pembukuan, kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD, penelitian SPTPD,

pemeriksaan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, penagihan pajak,

kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang, keberatan dan banding, insentif

fiskal pajak bagi pelaku usaha, pemberian keringanan, pengurangan, dan

pembebasan, kemudahan perpajakan daerah, pembetulan dan pembatalan

ketetapan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta ketentuan lain-lain.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2025.

Batang Tubuh: 25 Halaman


